SEJARAH KODIFIKAS| - KGDIFIKASI HUKUM DAN
UNIFILAS] HUORUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Mas'ad Ma'soem, SH.

Bab I. Pengertlan hukum, sturan dan kodifikasl.

Hamplr semua shll hukum memberlkan definlsl yang berbeda satu cama
taln menganal apa yang dimaksud dengan hukum itu, hal Itu terutama dise-
babkan sangat benysknya segl—segl dan bentuk serta sengat luasnya hukum
itu sehingge tldek mungkin la dirumusken didalem suatu rumusan yang me-
muaskan. Aken tetapl lazimnya para sarjena itu memberlkan pengertian terhadap
hukum [tu sebagal rangkslan norms—norma yang menguasal tingkah laku
manusla dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Adepun norma—norma Ity ada
kalanya tlmbul dari kebiassan—kebizsaan (adat ictiadat) yang berlaku dika-
langan masyarakat itu sendirl, edakalanye juga timbul kerena adanya keputus-
an—keputusan yang dibuat oleh haklm dalam mengadill suatu perkara yang
lazlmnya juga disebut jurls prudentle den adakalanye nerma—norma ity ber-
sumber dari aturen—aturan yang dibuatiditetapkan oleh pejsbat—pejabat yang
diberl wewenang untuk Itu, sepertl undang—undeng dasar, undeng—undang
peraturan—peraturan pemerinteh dsb. dsb. Ketiga hal tersebutlah (adat bebi-
assan, yurlsprudentie den aturan—aiuran perundang—undengan) yang lazim
disebut dengen sumber—sumber hukum. Barl ketlga sumber hukum tadl maka
aturan perundeng—undangeniah yang merupsksn sumber hukum yang paling
diutamakan daripada sumber—sumber hukum vyang lalnnya menurut pasal 156
Algemeene bepalingen van wetgeving (AB), karena eturen perundang—undang
an inilah yang merupekan ukuren untuk menentuken seh atau tidaknya kepu-
tusan—keputusan haklm maupun adat keblasaan masyarakat itu. Artlnya, suatu
keputusan hakim itu baru dipsndang sah selama la tidak bertentangan dengan
undang—undang, demlklan jugs kebiassan rakyat ltu dapat berlangsung terus
sebagal hukum selama ia tldak bertentanganitldek mengurangl kekuasaan
aturan undang—undang

Akan tetapl didalam praktek ketsntuan yang demilkian itu seringkali diebaikan
para hakim atau pejabat leln, karena nyatanys banyak keputusan hakim yang
borsifat contralegem (bertentangen dengen undang—undang) toh tetap berlsky
sah, demiklan juga banyak keblasasn—keblesaan yang berleku dikalangan
rakyat dapat mengurangl kekuassan berlakunya undang—undang. Contoh deri
pada keputusan—keputusan yang bersifat conra legem [tu al. Keputusan
pengadllan tertinggl dinegeri Belanda (HocgeRead) tgl. 20—Msl—1921, Yaltu
mengenal perkara seorang yang dituduh melskukan pencurlan aliran llstrik, la
bersalah melanggar pasal 310 KUHP negsrl Belanda (sama dengan pasal 362
KUHP Indonesia). Sebenarnye apa yang dilskukan tertuduh itu bukanlah par-
buatan mencurl sepertl yang diterangkan dalam pasal tsb, karena tertuduh
telah menjadl langganan yeng sah darl perusahaen Hstrik dengan mengguna-
ken alat pencatat/meteran, sehingga la berhak menggunakan aliran listrik itu
sesual dengan kebutuhannya berspa saja. Tetapl dla henya melakuken perbu-
atan yang mengacaukan bekerjanya alat meteran tahadl. sehingga alat itu
tidak dapet bekerja sebagaimana mastinya; artinya jumlah aliran/stroom yang
sebenarnya dlgunakan tidak sssual dengan cataten yang dibuat olah alat pen
catat/meteran ltu, dan ceranya lalah dengan menusukkan jarum pada alat
metefen tedl. Perbuatan inl boleh diumpamakan orang yang membell sssuatu
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barang dan la dibolehken mengambil dengsn menimbang barang ftu sendlri,
tetapi kemudian tanpa psngetahuan penjualnya ia meletakkan sebush benda
pada bahsglen timbangan yang dipakal untuk menempatkan anak timbangan
sehingga bobotnye lebih berat ‘darl pada mestinya, sehinggs jumlah barang
yang ditimbang tentu lebih besar derl pada yang ditunjukkan oleh timbangan
Itu sendiri, misalnya dalam timbangan menunjukken jumiah 2 kg, maka ju-
mish barang ysng sebenarnya tentu leblh besar dari It Parbuatan mana se-
benarnya belum diatur didalsm KUHP (Belanda) casu quo psl. 210. Sehingga
dengan demikian keputusan hakim itu bertentengan dengen ketentuan pasal 1
ayat 1 KUHP yang mengatakan : “Tlada suatu perbuatan dapat dipidana ke-
cuall atas kekustan aturan pidana dalam per—undang—undangan yang talah
ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dalam lepangan ketata negarasn juga seilng terjadi iKeputusan-—keputusan
yang contra legem, misalnya pada waktu almarhum Presiden Soekarno mem-
bantuk kabinet kerja dengan menunjuk seorang warga negafa bemama Ir.
Soskarno yaitu dirinya sendirl sebagal formatur kabinst. Ini bertentangan de-
ngan pasal 611 UUDS 1950.

Demlkian luga adat keblasaan ssringkall bertentangan dan mengesamping-
kan undang—undang Misalnya Keputusan HR 1933 mengenai kasus Dr hewan
yang dituduh melangger ketentuan pasal B2 Veewst, yi melstakkan hawan
dalam keadasn vang mencurigakan. Tetapl dalam pengadilan tingkat tertinogl
itu ternyata parbuatan tertuduh dikscualikan darl ketentuan passl tersebut.
Karena perbuaten liu dllekukan tertuduh justru untuk menyelamatkan sapi—
sapi Itu, sehingga perbustannya Itu dipandang tldak bersifat melawan hukum.
(menurut ajaran materiel mengenal sifat malawan hukumnya perbuatan pidana).
Demiklan juga putusan pengadilan negerl (Landraad) Maros Sulawesl Selatan
tgl 22—9-1331. mengenai perkara seorang wanita yang dituduh telah melaku-
kan blgaml melanggar pasal 279 KUHP, tetapl oleh hakim ia dibebaskan darl
tuduhan karena ternyats ikatan perkewinannya dengan suaminya yang peria-
ma itu talah putus/diputuskan dengan cara maimberlkan sirih kepada suaminya
itu, dan ternyata sirih itu diterima serta dikunyah oleh suaminya itu. Menurut
kebiassan yang berlaku dikalangan masyarakat ltu. perbuatan sl suamli Itu ber—
artl menerlma permintaan ceral darl isterinya dan dangan demikian peceralan
jtu telah tarjadl.

Suatu aturan lalah suatu rangkalan keatantuan—ketentuan yang sengaja
dltutapkan!dibuat"ﬁtah salah satu pemegang kekuasaan nagara/bagian—bagl-
annya dengan tujuan untuk menyslanggarakan ketertlban dalam pergaulan hi-
dup bermasyarakat. Jika rangkalan ketentusn—ketentuan Itu mengatur suatu
lapangen hukum misalmya lapangen hukum pldana, lapangan hukum perdata,
hukum dagang, hukum acara pidana dan sbagalnya secera lengkap dan me-
nyeluruh maka aturan Jtu dinamaken kodifikasi. Darl kata codex artlnya sama
dengan buku hukum/kitab hukum.

Contoh darl kedifikasi itu falah @ Kitab Undeng—undang Hukum Pidana (KU
HP). Kitab Undang—undang Hukum Sipll {KUHS), Kitab undang—undang Hukum
Dagang (KUHD) dan lain—lalnnya.
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Bab il. Kodifikasl—kodifikasl hukum di Indenesia.

Didalam aturan ketatanegaraan Indonesia dahulu (Hindla Belanda)
yI Wet op de staatsinrichtlng van Nederlands Indle (Ned. S. no. 2 th. 1854)
tidak ada ketentuan yang memerintahkan untuk mengkodlfikasikan hukum-
hukum yang ade di Indonesia inl didalam kitab-kitab hukum. Akan tetapi
dalam aturan itu hanya ada ketsntusn yang memerintahkan supaya hukum-
hukum yang ada Itu dituliskan dalam ordenantie—ordonantie. Perintah ini da-
pat kita lhat pada ketentuan yang terdapat dldalam pasal 131 ayat 1 1S
(Indlsse Stastsregeling) yang al. berbunyl sbh.

Pasal 131 (1). Het burgerlijk—en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de
burgerlyke rechtsvordering en de strafvordering worden, onyer-
minderd de by of krachten deze wet asn andaren toegekends
strafwetgevende bevoegdheid, geregeld by ordonantle. , . . .. .

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat didalam UUDS 1950. Didalam UUDS
Inl terdapat sebuah pasal yang terkenal dengan nama/sebutan pasal kodifl-
kasl yaltu pasal 102 UUDS, didalam pasal Inl pembentuk undang—undang
diperintahkan untuk mengatur lapangan—lapangan hukum yang ada Itu dengan
undang—undang didalam kltab—kitab hukum (codex), kecua!l jlka dlanggap
perlu untuk dlatur dldalam undang—undang tersendiri. Pasal 102 UUDS itu
bunyinya adalah skb.

Pasal 102. Hukum perdata dan hukum dageng, hukum pidana sipil maupun
hukum pidana mlliter. hukum acara perdata msupun hukum acara pidana
susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang—undang dalam kitab
kitab hukum kecuall jika pengundang—undang menganggap perlu untuk meng-
atur beberapa hal dalam undang—undang tersendiri.

Akan tetapi meskipun didalam undang—undang dasar kita (yang sekarang su-
dah tak berlaku lagl) itu ada perintah yang ditujukan kepada pembantuk
undang—undang untuk mengkodifikaslkan hukum—hukum yeng ada Inl, na-
mun semenjak perintah itu dikeluarkan atau semenjak UUDS Itu mulai barlaku
bahkan ssmsnjak negara kita meneapai kemardekaan hlngga sekarang Inl, be-
lum satupun kitab hukum (kodifikasl) yang sudah dapat dlbuat oleh pem-
bentuk undang—undang kita. Ssballknya mesklpun didalam indlsche staatsre-
gsling tidak terdapat perintah mengkodifikaslkan lapangan—lapangan hukum
Itu, namun sudah banyak kitab—kitab hukum/kodiflkasi yang sudah dibuat
sebelum negara kita merdeka yaitu semasa pemerintahan Hindia Belsnda da-
hulu, meskipun sebshaglaan besar darl kitab—kiteh hukum itu adalah jiplakan
darl kedifikasl — kodlflkasl yesng ada dinegerl Belands dan kodifikasi-
kodifikasl ltu adakalanya khusus diperuntukkan bagi golongan rakyet Hindia
Balanda yang tergolong ras Erops, adakalanya hanya untuk golongan rakyat
asll (Buml putera) dan juga ada yang berleku bagi semua gelongan-gelongan
rakyat yang ada dl Hindla Belanda Itu. Berblcara mengenal golongan rakyat
Inl, dahulu dl Hindla Belandai/lndonesla Inl rakyat dlgolong—golongkan dalam
tiga golongan (vide pasal 109 baru Regerinhs Regelment/RR yang kemudlan
menjadi pasal 163 1S). yl : 1. Golongan Eropah.
2. Gol. Timur Asing, dan
3. Golongan Bumiputera
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Terhadap masing—masing golongan inl berlaku systim hukum yeng berbeda-
beda pula, yaitu untuk golongan Eropah berlaku system hukum yang berasal
darl negerl Bslenda (berdasarkan asas konkordasi), sedang untuk golongan
Timur Asing den gelongan Bumlputara berlaku hukum adatnya maslng-masing.
Keanska ragaman dalam system hukum yang berlaku bagi masing-masing
golongan inl memang dimungkinkan oleh ketentuan pasal 131 IS.

Kitab—kltab hukum yang dibuat semasa psmerintahen Hindla Belanda
dengen menauladan kitab—kitab hukum (yang baru) di negerl Belande seperti

yang disinggung diatas sebaheglan besar dibuat dan mulal berlaku pada tahun
1848 dan vyeng terskhir dalem lapangan hukum FPldana dibuat pads th. 1916

Kitab—kitab hukum ltu hamplr semuanya berlaku hingga ssat kini (32 tahun
sotelah negara kita mencapai kemerdekean), mesklpun dengan berbagal ma-
cam psrubshan—perubshan untuk disesualken dengsn keadesn negara klta
sebagal negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Tentu saja kitab—kitab
huhum Itu untuk masa masa sekarang In| sudah out of date (ketinggelan ja-
man) walaupun disena sinl telah diadakan perubshan—perubahan untuk dise-
sualkan dengan keadaan, dan nyatanya memang isinya sudah banysk yang
tidak sesual lag! dengan perkembangan hukum yang berleku dikalangan ma-
sarakat kita dewesa inl, dan karsna [tu perlu selakas mungkin diganti dengan
yang baru. Adapun dasar hukum berlakunya kitab—kitab hukum itu untuk
saat sekarang Inl lalah eturan—aturan perallhan yl pesal Il aturen perallhan
UUD 45 jo psl 142 UUDS 1950 jo ps! 192 KRIS jo psl il sturan peralihan
UUD 45 jo psl 3 Undang-Undang no. 1 Balstentara Dal Nippon th 2602 (1942).
Adapun golongan—golongan rakyat Indonesia seperti yang diterangkan dalam
pasel 1683 IS tadl pada waktu negara kita telah mencapal kemerdekeannya
tetep dlskui sdenys ssbagel suatu kenyatsan yang tak dapat dlungklrl (seba-
gal suastu falt accompll) vide pasal 25 UUDS 1950.

Adapun yang dimaksud dengan kitab—kitab hukum yang baru dinegerl
Balanda itu lalah kitab—kitab hukum yang dlundangkan dan mulal berlaku
pada tgl 1 Oktober 1838. Sebenarnya rancangan—rancangan darl kitab—kitab
hukum Itu sudah sslesai dibuat pada th 1830 dan telah siap untuk diundang-
kan, dan denpan dasar asas konkordansi rancangan kitab—kitab hukum yang
baru itu akan dlterapkan di Hindia Belanda, dan untuk keperluan tersabut
dikirlmlah ssorang sarjana hukum darl negerl Belanda ke Hindla Belanda yl
Mr. Hageman dengan tugas 1. Sebagal ketua pengadilen tertinggl dl Hindla
Balanda yl Hooggerechtshiof dan 2. memparsiapkan rancangan undang-undeng
yang baru untuk Hindla Belanda berdassarkan rancangan uu baru yang talah
slap diumumkan dinagerl Balanda itu. Akan tetapi pengumuman/pengundsngan
kltab—kitab hukum yang baru itu mengalaml penundaan baberapa tahun karena
adanya huru hara yang melanda negerl Balanda. Huru hara itu lalah pambron-
takan yang dilakukan oleh rakyat diproplnsi paling selatan negerl itu yang
Iingin memisahkan dirl dart bagian utara dan ingin menjadi negare sendlrl yang
bebas dan merdeka. Pemberontakan rakyat inllah yang akhlmya melahirkan
ssbuah negara yang merdeka yang kita kemal dengan negara Bslgla. Baru
setelah B th darl peristiwa Itu yl tepatnya tg! 1—Oktobsr—1838 rancangs
kltab—kitab hukum yang baru ltu dapat diumumkan dan mulal berlaku. Ads
pun Mr. Hageman yang dikifim ke Hindla Belanda Itu setelah mendengar ter-
jadinya huru hara dinegerinya Itu, bellau berflkir bahwa mungkin akan terjadl
perubahan—perubahan, dan karena Itu beliau tldak segera beksfja untuk me-
laksanaken tugasnya Itu, melalnkan bersikep menunggu sampal keeadaen/sussana
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menjadl reda kemball. Karenz sikepnya yang demiklan Inllah agaknya peme-
rintah Belanda menjadl kecewa dan ia kemudian ditarlk kembali keneger] Be-
landa, den sebagsi gantinya dlangkatlah Mr. Scholten van Oud Haarlem dengan
tugas yang sama. Rupa—rupanys Mr Scholten ven Oud Haarlem Inf lebih glat
bekerjanya kalau dibandingkan dengan orang yang digantinye, ekan tetapi
meskipun demiklan ia hanya berhasil membuat satu undeng—undsng sajs
selama la bertugas di Hindia Belanda ini, karena la sering mengalami ganggu-
an kesehatannya (sakit). Kemudien lapun ditarlk kembali ksnegeri Bslanda,
Pada th 1839 dinegerl Belanda diangkatiah oleh raja sebuah penitya yang
diber! tugas menyiapkan rancengan undang—undang yeng akan diparlakuken
di Hindia Belanda, dan sebagai ketuz darl panitya inj ditunjuklah Mr Scholten
van Oud Haarlem itu. Dengan mengutip perstursn—pereturan yang sda dalam
pefundang-undsngan baru dinegerl Belanda fu disusunlah beberspa rancangan
undang—undeng untuk Hindia Belanda seperti tersebut dibawah [ni.

% Reglsment op de Rschterlljke organisatie en het belsid der justitle in
Indonesia (peratursn tentang organisast dan kekuasasn pengadilan i
Indonesia),

2, Algemene bspalingan van wetgsving voor Indonasle (Ketentuan umum

tentang perundang—undangan gl Indenesia).
3. Burgerlijk Woethoek (Kitab Undang—undang Hukum Sipil).
Wetboak van Koophandel (Kitap Undang—-undang Hukum Dagang).

& Faillisament varordsningen (bsberapa ketentuan mengenzl orang yang
jatuh pailit dan juga mengsnal hal kesdaan tidak mampu (staat van
hennelijk onvermogen ) seperti misalnya pada surstance pembayaran.

»

Dan untuk membantu guberaur general di Hindia Belanda dalam melaksanakan
peraturan tadi, ditunjuklah Mr HL Wicher persident Hooggercehtshof. Disam-
ping dua tuges yang dibabankan kepada Mr Wicher yaitu sebagal pereident
Hof dan ssbagal pembantu Gubernur General dalam melakukan peraturan—pe-
raturan tadl jugs kepada bellau ditugaskan untuk memperslapkan rancengen
undang—undang yang baru guna melengkapl persturen—peraturan yang telah
ada tadi.

Berdasarkan atas tugas tadi maka dlsusunlzh cleh bellau bsbarspa ren-
cangan undang-undeng yang tersebut dibawah Inl.

1. Raglament op de Burgerlyke Rechtsvordaring {Rv) vl peraturan hukum
acara perdate bagl golongan Erspah pada Raad ven Justitle dil Jawa
dan Hooggerechtehof Hindia Belands.

2.°  Raglement op de Stratvordsring (Sv) yaitu hukum 8cara pldana bag|
gelongan Eropah pada pengadilan—pengadilan yang tersebut pada angka
1 diatas,

3. Reglement op de Uitasfening van de Politis, de Burgarlyle Rechtsple-
ging en de strafvordsring. Yaltu ketantuan—ketentuan tentang hukum
acara perdata dan hukum acara pidana untuk golongan Bumi Putera pada
pengadlian—pengadilan Bumiputera {Inlands Reglement),

Cvergangs Bepalingen { ketentuan—ketentuan peralihan ),

5. Katentuan—ketantuan khusus untuk menjamin supaya perundang—un-

dangan yang baru berlaku dengan terstur diluar Jawsa dan Madura.
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G. Ketentuan—ketentnan mengenal beberape masalah pldana yang petlu
segera dlatur.

Semua rancangan—rancangan yang telah disusun tadl kemudian diumumkan

aleh G.G. pada tanggal 3 Desember 1847 didalam staatsblad no 67 thn 1847,

dan mulel berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Dengan demikian semenjak tahun 1848 [tu tslah ada bebsrapa kodiflkash
dalam lapangan—lapengan hukum berdata yaitu BW, hukum dagang yaitu
WV, hukum acara pardata untuk golongan Eropah yaltu Rv, hukum acars
pldana untuk golongan Eropeh yaitu Sv, hukum acara perdata dan acarg pl-
dane untuk golongan Bumiputera yaitu |R, dan lain—lzain.

Menganal | R inl pade tahun 1941 diadaken perombakan Isinya dan juga na-
manya kemudian berganti manjadl HI1R (Herzine Inlands Raglement). Sedang-
kan Sy dan Ry peda masa penduduken Jepang tldak berlaku lagl karena sejak
saat ftu pengadilan untuk golongen Eropah dihapuskan, sehingga tinggal ada
satu pangzadilan yang berlaku untuk semua golongan kecuall golongani/bangsa
Japang. HIR inl hanya berlaku untuk dasrsh Jawa dan Madura, sedangkan
di daerah luar Jaws dan Madura hukum acara pldana dan hukum acara perdata
untuk golongan Bumiputara barlakulah ketantuan dalam Rechtsraglement Bulten
gewestan 1927 atau disingkat menjadl RBg.

Adapun untuk lapangan hulum Pidana, sampal tahun 1848 itu belum
dibuat suatu kitab hukumikodifikasi, sshingga karena Itu hukum pldana yang
barlaku pada saat itu jalah hukum pidana yang tardapat diberbagal aturan
vang tumbuh secara lar didalam plakat—plakat yang kemudian dihimpun da-
lam statuut—statuut Batavia, demiklan juga peraturan pldana Intermalr 1848,
juga tsrdapat didalam aturan—aturen pidana yang maemuat hukum Belanda
kuno dan hukum pidana Romawl dan jugz yang terdapst dalem hukum adat.
Keadaaan In! berleku tarus sampai terbentuknye kodifikasl yang pertema da-
lam lapangan hukum pidana yi tahun 1866, yeng kemudian disusul dengan
kodifikasl kadua yaitu tshun 1872. (mengenal lapangan kepldenaan ini akan
dibahag lablh lsnjut dalam bab salanjutnya).

Sadangkan untuk lapangan hukum ketatanegarasn masih taetap berlaku keten-
tuan—ketentuan yang terdapat didalam Regsrings Reglement (RR) tahun 1815
yang bersifat semeantara Itu, dan pada tahun 1864 R R yang sementars inl di-
ganti dengan R R vang definitif dan mulai berlaku tanggal 1-6—1865. RR 1864
ini lazimnya disebut KR lame, karsna kemudian dlrubah lagl pada tahun 1920
dan Inilah vang blasenya disshut RR baru. RA baru Inlpun kemudian menga-
laml perobahan kemball pada tahun 1925 dan namanya dlgentl menjadi
Indische Staatsrageling atau disingket IS artinya ketentuan ketatanegaraan
Indonesia, Jadi semasam UUD, tapi buken UUD, karena Indonesia atau Hindia
Balanda pada saat itu bukan suatu negara melalnkan suatu daerah {iajahan)
darl suatu negara yaltu negare Belanda.

Bab. Ill. Unlfikes! hukum pldana di Indonasla.

Dialam bsb veng terdahulu teleh sedikit dislnggung bahwe hukum
pidana yang berleku di indonssta (Hindia Balanda) dahulu sdalsh beraneka
ragam (pluralisme) yaitu disamplng statuut—statuut Batavla berleku juga hu-
kum Belanda Kuno, hukum Romawl dan juga hukum adat, dan keadaan ini
berlangsung terus sampel dikeluarkannya Konlnklyk Besluit (keputusan raja)
tgl. 10-2-1866 no 54 yang diumumken delam staatblad no. 55 th. 1866,
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vang berlsl kodiflkasi yang pertama dalam lepangan hukum pldana dan kusus
berlaku buat golongan Eropah. Keputusen raja Inl mulal barlaku tgl. 1-Januarl
1866. Sedangkan buat golongan Bumiputera masih tstap berlaku hukum adat-
nya sampai dikeluarkannya ordonantie 6—Msl—1872 yang dlumumkan dalam
staatshlad no. 85 th. 1872 dan mulal berlaku tgl. 1—1—1873. Ordonantls
Inl memuat ketentuan hukum pidana yang kusus diperlakukan bagl golongan
Bumlputera.

Akan tetapl dengan dikeluarkannya dua aturan hukum pldana tedi tidak ber-
artl bahwa Keanskaragaman dalam lapangan hukum Pldana itu segera barakhir
sebab nyatanya disampling dua psraturan hukum pidana tadl masih tetap ber-
laku hukum adat bagi golengan Bumiputre yang justislabsl pada pengadilan-
pengadilan swapraja dan pengadilan adat. Bahkan dalam rancangan Kitab
Undang—Undang Hukum Pidana yang kemudian yalty rancangan yang berasal
darl Slingenberg yang dimuat dalam Koninklyk Beslult tg. 12—4—1898 no, 30
dan dlumumkan dalam staatsblad no. 175 th. 1898 tetapi tidak sempat ber-
laku Itu (karena segera digantl dengan rancangan yang baru) masih tetap
melangsungken keadaan yang dahulu Itu, karena rancangan dari Slingenberg
Itu berisi katentuan hukum pidana yang kusus diparlakukan bagl golongen
Eropah. Ssmula rancangan inl dimaksudkan akan diperlakukan ssrempak ber-
sama—sama dengen rancangan KUHP bagl golengan Bumlputera yang mesih
akan dislapkan/dibuat, tstapl karena menteri Inberg menghendakl supsya un-
tuk Indonesla dibuatkan satu rancangan KUHP vyang berleku untuk semua
golongan, maka rancengan dari Slingenberg tadi tidak sampal diperlakukan
dan demikian juga rancangan KUHP untuk golongan Bumiputera tldak jad)
dibuat.

Untuk mersalisir maksud dari mentert Inberg Itu maka dlbentukiah se-
buah panltya yang diberl tugas menyusun rancangan KUHP untuk semua
golongan di Indonesla, dan pada th, 1913 panitya Inl telah dspat menyslesal-
kan tugasnya dengan balk sshingge terwujudlah rancangan KUHP saperti yang
dimaksud, rancangsn mana kemudian disahkan dengan keputusan raja ( Kenln-
klyk Basluit) tgl. 15—10—1815 no. 33 dan diumumkan dldalam Staatsblad 1915
no. 752, mulal berlaku pada tgl. 1—Januarl—1918. Akan tetap! mesklpun
maksud untuk memperlakukan sebuah KUHP untuk samua golongan yang ada
di Indonesia itu telah berhasil, tetapi inl belum berarti bahwa keadaan hukum
pldana di Indonesia talah diseragamkan {dlunlviseser) semusnya, sebsb disam-
plng KUHP 1916 Itu juga maslh digunakan hukum pidans materlel dari hukum
adet oleh pengadilan Swapraja bagl semua kawula-kawula swapraja dissluruh
Indonesla, kecuall daerah swapraja Yogyakarts, Surakarta dan Mangkunegaran
(karena dI tlga daerah inl pengadilan—pangadilan swapraja menurut ordonanti
7-1-1902 St. 1903 no. 8 yang diubah dengan st. 1933 no. 442 wewenang-
nya hanya terbatas pada keluarga—keluargs faja yang sedarah dan semenda
sampal pupu ke empat dan pegawal tertinggl daerah swapraja, sedangkan
kawula swapraja lalnnya termasuk jurigdiksl darl hakim—hakim gubernement)
Demlkian juga pada pengadllan—pengadilan pribuml masih berlaky hukum adat-
(vide pasal 3 peraturan tentang peradilan Pribumi St. 1932 ng. 80).

Pengadilan—pengadllan Swapraja Itu pada umumnya terdapat disetiep
daersh swapraja diseluruh Indonesla, kecuali dasrah swapraja Peku Alaman
(Jawa) dan daerah Swapraja Pontlanak (Kal. Bar), karena dikedua daerah
swapraja Ini hanya ada pengadilan gubernemst seja. Sedang pengadilan-
pengadilan Prlbumi terdapat dl luar Jawa dan Madura yaltu dasrah-daerah
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yang rakyatnya (bumlputera) tldek diadill olsh pengadilan-pengadilan guber-
nament sepertl yang dlkatakan oleh pasel 130 IS” Bahwa dimana saja rakyat
bumiputera tidak dilangsungkan dalam peradilannye sendirl di Hindle Belanda,
peradilan dllakukan atas nams raja.

Mengenal ksinginan/cita-cita untuk menysragamkan (univikasi) hukum
Pidana bagl saluruh rakyat di Indonesia Itu sebasnarnya telah lama adanya,
tetapl karsna berbaga! macem sebab maka clta-clta Itu belum parnsh terlak-
gana. Misalnya saja pada zaman VOC (awal abad 17) cita-cita Itu sudah ada
dan dlwujudkan dalam bentuk mempsrlakukan hukum pidana Eropash yang
terdapat didalam plakat-plakat/ordonantie-ordonantie yang kemudlan dihlmpun
didalam statuut-statuut Batavia Itu untuk semua rakyat yang bertempat
tinggal dikota Jakerta dan sskitarnya (dasrah-dasrah yang secara de facto
dikuasal oleh VOC pada saat Itu), akan tetapl karena sulitnya hubungan lalu
lintas maka badan-badan pengadilan dl kota Jakaria tidak mampu memeriksa
perkare-perkara orang-orang yang tinggal diluar keta terssbut, dan karena Itu
maka marska-mereka Inl diblarkan menglkuti hukum adatnya, dan plakat/
ordonansi tadi praktis hanya berlaku di kota Jakarta saja. Dan usaha ter-
akhlr yang talah dapat dllakukan aleh pemerintah Hindla Belanda untuk me-
wujudkan clta-cita univikasl hukum Pldana itu ialah dengan dibuatnya sebuah
kodifikasl pada tahun 1915 yaitu Wethbosk van Strafrecht yang berlaku untuk
semu3 golongan dan sapart! talah diterangkan distas bahwa dengan berlaku-
nya Wv3 itu dualisms dalam hukum pldana belum dapat diahitl, karena
disamplng WyvS itu maslh berlaku juga hukum adst di pengadilan-pengadilan
Swapraja dan pangadilan-pengadilan Pribumi. Bahkan bukan hanya di panga-
dilan-pengadilan Swapraja dan Pribumi {adat) sajs hukum sadat ltu maslh
digunakan, tstapi dl pangadilan-pengadilan gubernement sendiri sebenarnya
hukum adst Itu maslh sering digunaken eleh hakim dalam pertimbangannya
untuk memutuskan suatu perkars pidens. Sebagal contonya falah putusan pe-
ngadilan negerl (Landraad) Maros (Sulawesi tanggal 22-9-1931, mengenal per-
kara seorang wanlta yang dituduh melakukan bigami, ia dipersalahkan melang
gar pasal 278 W5, vaitu kawin untuk keduakali, padahal fa masih dalam
lkatan perkawinan dengen suaminya yang pertama. Tetapi kemudian la dlbe-
baskan olsh hakim karena ia dapat membuktiken bahwa sebelum kawln yang
kadua itu Ia telah maminta ceral kepada suaminya yang pertama secara adat.
Yaltu dengan cara mamberikan sirih kepada suaminya dan sirlh ltu diterlma
sarta diletakkan dimuka tempat dudsknye. Menurut sdai daerah Ini psrbuatan
suam! [tu mempunyal arti bahwa permintaan ceral Isterinya itu la terima
tatapi dengan permintaan supaya anak-gnak lkut sang suami. Jika misalnya
sang suaml itu lalu mengunyah sirih Itu, maka Itu berart] pemintaan caral
sang isterl itu diteriima dan juga ansk-enak diserahkan kepada isterinya.

Contoh lalnnya lalah putusan Pengadilan negerl (Landraad) Amuntai tanggal
8-3-1929. Mengenal peristhwa penganiaysan hawan. Terdakwa-terdakwa di-
tuduh melakukan psnganiayaan hswan yaitu mambunuh seekor kerbau dengan
menggunakan tusukan tombak, dipersalankan melanggar pasal 302 WvS,

Para terdakwa itu kemudian diputuskan perkaranya cleh hakim dengan putu-
san dilepas darl tuntutan pldana, dengan pertimbangan bahwa perbuatan para
tardakwa Itu lalah untuk mamenuhl keharusan yang dituntut oleh adat kebla-
saan suku bangsa Dayak dalam upacara-upacara kematian. Maksudnya supaya
dangan darah yang keluar dari luka—luka tusukan tombak tadl itu dapat dl-
gunakan unruk mangscat tengkorak—tengkorak keluarganya yang telah me-

35



ningga! dunle. Jadl perbuaten para terdskwa itu merupakan bahaglen dari

upacara pengorbanan yang mempunyal dasar— dasar keagamean dikalangan

suku bangsa Dayak. Adapun sebab—sebab masih berlakunya hukum sdat da-
lam lapangan pldana bagl gelongan Bumiputera itu antara lain :

1. Karena ketentusn pasal 130 1S (sepert] yang telah disebutkan dlatas)
memang memberikan kemungkinan demikien. r

2, Karena psngaruh darl kezneka ragaman hukum sipll dl Indonesia dulu
menyebabkan haklm—hakim (pada pengadilan—pengadilan Landraad )
dalam mempsrtimiangkan putusan mengenai perkara—perkara pldana
yang berhubungan erat dengan hukum slpil (seperti dalam contoh-con-
toh tadi,) terpaksa menggunakan juga hukum adat (bagl golongen Bu-
miputara) demi untuk mencapel kesdilan. Sikep hakim yang demlkian
inl terutama dlsebabkan pada umumnyae para hakim dl Indonssia inl me-
nganut pendirian yang materlal mengenenai sifet melewan hukumnya
perbuaten pidana khususnya dalam segi yang negatif.

3. Karena dlkalangan sarjana hukum maupun psnguasa Belanda di Indone-
sla dahulu terdapat pertentangan hebat mengenai perfunya hukum sdat
itu tetap dipertahankan berlakunys bagi rakyat—rakyat Bumiputera.

Memeng didalam passl 131 1S sendiri tidak ada mengharuskan uniflkasi bagi
hukum-hukum yang berlaku dl Indonesia, pasal itu henya membarlkan ke-
mungkinan unifikasi itu, Artlnya Pembust undang—undang dapat membatasi
berlakunya ordonantle—ordonantis itu hanya untuk golongan tertentu eteu ba-
glan—bagian darl golongan ltu atau dasrsh—-dasrah tertenty dan dapat juga
memperlakukannya untuk semua golongan—golongan itu berssma—sama. Da-
lam kallmat kedua pasel 131 ayat 1 1S itu dikatakan antara lain.

" ... . Da regaling gecchiedt het zy zoor alle of esnige bevolkingsgroepen

of ondsrdeslen daarvan of gebledsdeelsn gezamenlyk, hetzy voor sen of meer

dier groepen of deelen of zonderlyk.
Pada waktu pemerintah Hindla mengahirl hayatnya karena datangnya

bala tentara Dal Nippon (sdr tua kite, kata orang) duallsma hukum pldana
ltu tetap ada, dan WvS 19156 itupun tetap dilsngsungkan berlekunya oleh
penguasa Jepang dl Indonesla ini dangan undang-undang no. 1 Balatentars
Dai Nippon tahun 2602 (tshun 1942 M) pasal 3. tetan| dengan meangalami
perobahan-perobahan oleh penguasa Jepang itu dan dinyatskan mulal berlaku
lagl tanggal 8 Maret 1942,

Pada waktu Indonasia telah mencapal kemerdeksan keadaan dualisme
dalam lapangan hukum pidana Itu tldak jugas segara bershlr, Bahkan pada
tanggal 26 Februari 1948 saat mulal berlakunya peraturan hukum pidana Rl
yaltu UU no. 1 tahun 1846 dl ssluruh Indonesla ini tidek hanya berlaku dua
system hukum dalam lapangan pldana melalnkan tiga mecam hukum pldana
(pluralisma}. Tlga macam hukum pidana yang berlaku dl Indonesia itu yelah:
1. System hukum yang terdapat didalam UU no, 1 tahun 1946, yaitu WvS

yang berlaku tanggal 8 Maret 1942 vang sudah diadakan perubahan-
oleh pemerintah Rl yang (de jure) betlaku di daersh Jawa, Madura dan
Sumatra. Dan peraturan-peraturan laln yang dibuat olsh pemarintah Rl al
sapertl yang tersebut dibawah inl.

a. UU no. 20 tahun 1946 yang berisi penambshan satu macam hukuman
yaltu hukuman tutupan pada pasal 10 KUHP. Hukuman tutupan ltu
maksudnya ialah hukuman/pidana yang diperuntukkan bagl orang-erang
yang melakuken perbuaten pidana karena terdorong oleh maksud-maksud
yang patut dihormatl, Mlsalnya ksjahatan politik.
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b. UU na. 1 tahun 1943 yang menyamakan “tyd van oorlog” dsngan
“keadaan bahaya'.

¢. Peraturan Pemsrinteh no. 27 th 1948 yang berisi tentang ksjahatan
yang dilakukan dalam keadsen bshaya vyang dapat dijatubl pidana
matl. dsb.

2. System hukum vyang terdapat didalam WvS 1215 (sebelum diadakan

+  psrobahan oleh pamerintah Jepang) dengan segala psrubahan-perubahan
vang dladakan oleh pemarintah Belanda yang berkuasa kemball diluar
daerah Rl lama/ didaerah pras federal, misalnya ;

8. St 1946 no 135 vl peraturan hukum pidana dalam keadesan perang
vang al beris katentuan-ketentuan (1), menambahken beberapa larangan
baru berhubung dengan edanya “tvd ven oorlog” (keadaan perang) tsb.
dalam pasal-pase!l : 2. 3, 5 dan 8. (2). Mengadaksn perubahan an-
caman pldana (di perbarat) pada bsberapa pasal tertentu dalam WvS
al ada yang gampal ancaman pldana matl. (3). Peraturan Inl berlaku
surut sampal tgl 10 Mel 1840,

b. St. 1948 no 76 yang mengadakan parobahan pasal 71 Wv35,

¢ St. 1947 no. 80 yang mengadakan perubahan pasal 171 WS,

d, St, 1948 no, 169 yang manambahkan bebsrapa pasal pada WvS. Pasal-
pasal baru itu lalah pasal 159 a, 159b dan pasal 335 ayat 3.
e. St. 1948 npo. 224 yang mengubah perkatzan MNederladsche Indie

menjadi Indonesla.
f. St. 1949 no. 1 yang mesrobah ancaman pidana pada pasal 418 WvS.

3. Disampling dua system hukum tad! maslh berlaku hukum adat terutama
bagl orang—orang yang justisiabel pada pengadilan—psangadilan swapraja
dan pengadilan—pengadilan Adat]Pribuml.

Mangensl pengadilan—pengadilan Swapraja dan Adat ftu didalam UU
darurat no. 1 th, 1215 pasal 1 ayat 2 dlkatakan sbb.

Pasal 1. (2). Pada saat yang barangsur—angsur akan ditantukan oleh menterl

Kehakiman, dihapuskan :
a, Sagala pengadilan Swapraja (Zelfbestuurrechtpraak) dalam negara
Sumatta Timur dahulu keresidenan Kalimantan dahulu dan MNegare

Indonesia Timur dabulu, .. . . . dst.
b. Sagala pengadilan Adat (Inhsamse rechtspraak In rachtstreeks bes-
tuurdgebled), . . . - . dst.

Jadl semanjak saat tarssbut pengadilan—pengadilan yang tersebut tadl akan
barangsur—angsur dihapuskan olsh manterl Kehakiman. Akan tetapl Inl tidak
horartl bahwa hukum adat yang berlaku di pengadilan—pengadilan tadi juga
ikut dlhapuskan, ssbab didalam pasal 5 ayat 3 huruf b UU Darurat no. 1
th. 1951 itu dikatakan al. :

Pasal 5. (3). b. Hukum matarlal sipll dan untuk samantara waktu pun hukum
materiel pidana sipil yang sampal kinl berlaku untuk kawula—kawula
dasrah Swapraja dan orang—orang yang dahulu diadill oleh pengadilan
pengadilan adat, ada tetap barlaku untuk kawula—Kawula dan orang-
orang itu dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut
hukum yany hidup harus dipandang sebagal perbuatan pldana, tetapl
tlada bandingannya dalam Kitab Undang—Undang Hukum Pldana Sipil,
maka diasnggap diancam dengan hukuman yang tidak leblh darl tiga
bulan penjara danratau denda limarstus roplah, . .. . . dst.
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Dengan memahami ketentuan pasel tadi, meka kita dapat mengstahul bahwa
keanskaragaman dalam lapangan hukum Pidana di Indonesia ini sampal tahun
1851, saat dimana negara kita sudash sempat mengalami tlge kall pergantian
bentuknya, yaltu darl bentuk negara Kesstuan 1945 menjadl negara Indonesia
Serlkat (Federasl) th. 1949 dan kemudien menjadi negara kesatuan kembali
pada tahun 1960, belum juga berakhir. Keadesan itu baru berakhlr sama se-
kall pada tgl. 29—September—1958, yaitu saat mulsi borlakunye UU no. 73
th. 1958 yang dlundangkan dalam Lembarsn Negare no 127 th. 1958 UU 73
th. 1968 Inl adalah UU tentang msnyatakan berlakunya-UU no. 1 th. 1946 B!
tentang pefaturan hukum pidena untuk seluruh wllayeh Republlk Indonesia
dan mengubah Klteb Undang—Undang Hukum Pldana.

Sedangken UU no. 1 th, 1946 Itu sepertl telah kita Glcarakan dlatas adalsh
menunjuk kepade WvS yang berlakku pada tgl B—Maret—1942 dengan peru-
bahan—perubehan al. : 1. Menggantl nama Nederlands Indle menjadl Indonesla
(psl. 8) 2. Menggantl nama Watboek van Strafrecht voor Indonesie menjadl
Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut Kitab Undang—Undang Hukum
Piiane b B 2. Mesgoeoih Delsziaen Nedmizmir Diedsdiene aTeiTaat v arE
negara Indonesla (psl. 7) 4. Menggantl perkataan Koning (raja) menjadi -Pre-
siden, 5. Menghspuskan pasal—pasal yang tidak sesus| dengan kondisl Indo-
nesla sebagal negara yang merdeka dsb.

Dangan dinyateken berlakunya UU no. 1 th. 1246 sebagal satu—satunya per-
aturan hukum pidana yeng berlaku diseluruh Indonesia itu meka semua
aturan—aturen perubahan yang diadakan oleh pemerintah R| terhadap KUHP
sesudah tgl. 26—Fsebruari—1946 (saat mulal berlakunya UU no. 1 th, 19486)
tidak berlaku lagi, demiklan juga peraturan—peraturan perubahan tarhadap
WvS| yeng dladakan oleh pemerintah (pendudukan) Belanda tidak barieku
legl, pun juga hukum adat (pldana tidek depat diperlakukan lagl (meskipun
didalam psl. 5 ayat 3 huruf b UU dar, no 1 th 1951 dinyatakan masih berla-
ku). Hai ini berhubung dengan :

1.  Ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengharuskan semua perbuatan
pidana Itu diatur didalam undang—undeng ssbelum dilakukan orang, Ini-
berarti bahwa perbuatan—perbuaten yang menurut hukum adat dipandang
sebagal perbuatan pldans, tapi belumn ada ketentuannya dalam undang-
undang, tidak dapat dipandang sebagal psrbuatan pldana lagl.

2. Sebagal konsekwensl dari dari ad 1 1tu maka ketentuan pasal 5 ayat 3
huruf b UU dar no, 1 th. 1966 sudah tidek sesusi lagi dengan asas yang
terkandung didalam pasal 1 ayat 1 KUHP ltu.

Lagi pula dengan teleh ditulisnys semua peraturan pldana Itu maka seg|
positif derl ajeran matarlel mengenal sifat melawan hukumnya perbuatan
pidana sudeh tidsk mempunyal artl lagl dalam lspangan hukum pidana.

‘ Dengan demiklan semenjek berlakunya UU no. 73 th. 1958 yaitu tgl, 29-
September 1958 berlakulah univikaesl (didelam lapangan hukum Pidana) yang
sudah lama dicita—citakan dan memang merupakan kebutuhan dari seluruh
masyarakat itu. Dan karena Itu pula meka UU no. 78 th. 1958 [tu dapat kita
sebut undang - undang unlvikasl hukum pldana.
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